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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalam 

membangun kolaborasi dengan stakeholder untuk menangani kasus Kekerasan Berbasis 

Gender (KBG) terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

teori Praktik Sosial Bourdieu, melibatkan wawancara mendalam dengan informan terpilih 

melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan model 

Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA berhasil membangun 

kolaborasi dengan pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat dengan memanfaatkan modal 

sosial staf dan relawan. Kolaborasi stakeholder tersebut mencakup advokasi kepada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diskusi multipihak, serta pendekatan kepada aktor 

masyarakat. Pemanfaatan modal sosial memungkinkan UPTD PPA memberikan 

perlindungan yang lebih baik kepada korban KBG, meskipun masih terdapat tantangan 

seperti keterbatasan sumber daya dan dinamika birokrasi.  

 

Kata kunci: Praktik Sosial, UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, Kolaborasi Stakeholder, 

Korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) 

 
Abstract 

This study aims to explore the efforts of the Regional Technical Implementation Unit for 

the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of West Sumatra Province in building 

collaboration with stakeholders to address cases of Gender-Based Violence against women. 

This research employs a qualitative method using Bourdieu's Social Practice Theory, involving 

in-depth interviews with selected informants through purposive sampling techniques. Data 

analysis was conducted thematically based on the Miles and Huberman model. The results 

indicate that UPTD PPA has successfully established collaboration with local governments, 

NGOs, and communities by leveraging the social capital of staff and volunteers. This 

stakeholder collaboration includes advocacy to Regional Apparatus Organizations, multi-

stakeholder discussions, and engagement with community actors. The utilization of social 

capital enables UPTD PPA to provide better protection to Gender-Based Violence victims, 

despite challenges such as limited resources and bureaucratic dynamics.  

 
Keywords: Social Practice, UPTD PPA West Sumatera Province, Stakeholder Collaboration, 

Gender Based Violence 
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Pendahuluan 

Terdapat empat pilar utama yang ingin dicapai oleh Sustainable Development 

Goals (SDG’s) sebagai upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Empat 

pilar tersebut yakni bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. Dalam pilar 

sosial, terdapat salah satu tujuan penting yang ingin dicapai yakni isu kesetaraan gender 

sebagai upaya memberdayakan kaum perempuan. 

Gender secara etimologis berasal dari bahasa inggris yakni “gender” yang berarti 

“jenis kelamin(John M. Echols dan Hasan Shadily., 1996). Namun, gender juga diartikan 

sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. (Fakih, 

2023) mengatakan gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dikonstruksikan 

secara kultural. 

Namun seiring berjalannya waktu, konsep gender mulai mengalami berbagai 

ketimpangan makna. Masyarakat sering menggunakan konsep gender untuk 

menentukan jenis kelamin seorang individu. Hal ini secara tidak langsung melahirkan 

diskriminasi yang kuat antara perempuan dengan laki-laki sehingga menyebabkan 

terjadinya ketidakadilan berbasis gender, seperti adanya diskriminasi yang diterima 

oleh jenis kelamin tertentu, adanya praktik marjinalisasi dan beberapa bentuk 

ketidakadilan lainnya. Perempuan kerap menjadi korban dari ketidakadilan. Hal ini 

diperkuat oleh tatanan sosial yang berkembang di masyarakat itu sendiri, salah satunya 

penerapan sistem patriarki (Purwanti, 2020). 

Sistem patriarki sendiri merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-

laki, sistem kontrol terhadap penguasaan laki-laki kepada perempuan. Sugihastuti  

mengatakan bahwa dalam patriarki melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki 

lebih tinggi dari perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan 

perempuan adalah bagian dari milik laki-laki (Besse Syukroni Baso, 2021). Sistem yang 

berkembang ini kemudian memunculkan ketidakadilan gender yang berkembang 

dengan berbagai bentuk, salah satunya yaitu Kekerasan Berbasis Gender yang kerap 

merugikan perempuan selaku korban. 

Ketidakadilan gender yang berkembang di tengah masyarakat dan diperkuat oleh 

sistem patriarki inilah yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk kekerasan yang 

dianggap merugikan perempuan. Kekerasan yang kerap terjadi ini disebut dengan 

istilah Kekerasan Berbasis Gender (KBG). KBG secara umum dimaknai sebagai segala 
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bentuk kekerasan yang menunjukkan asimetri relasi kuasa antara laki-laki dan 

perempuan, yang dilanggengkan oleh berbagai bentuk ketidakadilan dan ketimpangan, 

seperti subordinasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh laki-laki kepada 

perempuan(Fakih, 2023). Konferensi perempuan sedunia memperluas definisi kekerasan 

Gender yaitu segala tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender yang dapat 

mengakibatkan bahaya pada fisik, seksual, psikologis terhadap perempuan atau dapat 

memberikan penderitaan yang lain seperti ancaman, perampasan kemerdekaan secara 

sewenang-wenang baik dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan publik(Solihin, 

n.d.). 

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) ini sendiri terdapat beberapa bentuk, seperti 

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan politik serta kekerasan 

ekonomi (Kasim et al., 2012). Sementara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan (Komnas Perempuan) membagi bentuk KBG berdasarkan ranah nya, yaitu 

di ranah personal, ranah publik, dan di ranah negara. Apapun tipologinya, masing-

masing ranah ini terdapat bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, politik dan 

ekonomi. Kekhawatiran bersama adalah setiap tahunnya Komnas Perempuan 

mendapatkan pengaduan kasus KBG yang terus meningkat, terutama pada tiga tahun 

terakhir yang tercatat pada CATAHU Komnas Perempuan. Perlu juga disampaikan 

bahwa berdasarkan ranahnya, KBG terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kekerasan yang 

terjadi di ranah personal, kekerasan yang terjadi di ranah komunitas serta yang terjadi 

di ranah Negara. Apapun tipologinya, KBG mengakibatkan kesengsaraan dan 

penderitaan pada perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, kekerasan ekonomi, 

termasuk ancaman tindakan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara 

sepihak(Purwanti, 2020). 

Berangkat dari realita di atas, maka hadirnya lembaga pelayanan dalam 

penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender yang berdampak pada perempuan 

menjadi kebutuhan yang vital. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) adalah layanan pengaduan 

masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA Sumbar juga 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berikut: Psikososial bagi korban kekerasan, 

Reintegrasi sosial korban kekerasan, Peningkatan kapasitas layanan kabupaten/kota. 

UPTD PPA berada di bawah naungan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPTD PPA 

mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 

sumber lain yang sah. 

Melalui kompetensi inilah akhirnya UPTD PPA Sumbar yang bekerja dalam 

memberikan perlindungan pada perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat 

menggunakan pendekatan yang lebih holistik, bukan hanya terfokus dalam 

penyelesaian kasus, melainkan juga mencakup hal yang lebih kompleks seperti 

pencegahan, pendidikan dan perubahan norma sosial di masyarakat(Haris, 2019). 

Walaupun Sumatera Barat secara etnis, mayoritasnya adalah etnis Minangkabau yang 

menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu perempuan menduduki posisi sentral 

dalam relasi sosial, ternyata tidak jauh lebih baik dari daerah lain yang menganut sistem 

patrilineal.  

Hal ini dilihat dari Sumatera Barat termasuk salah satu dari 10 Provinsi dengan 

tingkat Kekerasan Berbasis Gender tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Kekerasan 

lebih dominan terjadi di ranah personal yang berupa kekerasan terhadap istri, kekerasan 

dalam pacaran, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, 

persetubuhan paksa, hingga eksploitasi seksual. Sama halnya pada tahun 2020, yaitu 

kasus KBG dengan tingkat tertinggi yang ditangani oleh UPTD Perlindungan 

Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah pemerkosaan dan kekerasan 

dalam rumah tangga(DKP3A, n.d.). 

Dari kasus-kasus di atas, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi 

Sumatera Barat melakukan upaya penanganan dengan melalui serangkaian proses 

tertentu. Proses penanganan bisa berlangsung singkat bahkan bisa berlangsung lama 

hingga bertahun-tahun. Proses penanganan kasus tersebut dimulai dari adanya 

pengaduan, yang dapat diperoleh secara langsung dari korban, atau tidak langsung 

melalui keluarga dan masyarakat serta rujukan dari lembaga lain. Setelah mendapatkan 

pengaduan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat akan 

melakukan assessment. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja yang 

dibutuhkan oleh korban. Setelah mengidentifikasi kebutuhan korban, barulah dilakukan 

penanganan seperti konsultasi ataupun tindakan pendampingan sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh korban. Pendampingan yang diberikan beragam, seperti pendampingan 

hukum, pendampingan psikologis korban, layanan kesehatan, keamanan, dan lainnya.  
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Namun tetap saja, setiap lembaga perlindungan memiliki hambatan yang sama. 

Kasus-kasus yang beragam memiliki keterkaitan dengan stakeholder tertentu, seperti 

bidang hukum, keamanan, kesehatan dan masih banyak lagi. Sejak tahun 1999 hingga 

sekarang, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat tetap 

mampu hadir dan beroperasi dalam memberikan perlindungan bagi banyak perempuan 

di luar sana yang rentan dan sudah menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender. 

Artinya, ada kekuatan tersendiri di dalam lembaga ini, sehingga lembaga terus 

berkomitmen dan beroperasi di tengah segala keterbatasan yang dihadapi. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui apakah hanya mampu bertahan, sudah 

cukup bagi lembaga untuk terus hadir dan menjamin perlindungan bagi banyak 

perempuan lagi di luar sana, atau ada beberapa poin yang perlu dibenahi agar lembaga 

pelayanan ini tetap berdiri kokoh dan berkembang pesat di Provinsi Sumatera Barat. 

Tidak dapat dipungkiri, saat ini UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi 

Sumatera Barat dan seluruh instansi serta kelembagaan di luar sana, tidak akan mampu 

berjalan sendiri dan mencapai tujuan lembaga tanpa ada tindakan kolaborasi. Begitu 

pun dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat yang 

memandang kolaborasi sangat membantu segala aktivitas-aktivitas ataupun kerja-kerja 

yang sesuai dengan visi dan misi dari lembaga ini. 

Terbangunnya kolaborasi multi pihak, memperkaya pandangan dan pengalaman 

yang lebih beragam lagi. Kolaborasi memungkinkan adanya penggabungan perspektif 

yang beragam. Melibatkan berbagai pihak, akan memudahkan untuk memperoleh akses 

yang lebih besar terhadap sumber daya yang diperlukan, baik dana, personil, ataupun 

infrastruktur(Mas’od et al., 2023). Kolaborasi harus dipastikan terbangun demi 

memenuhi segala keterbatasan sumber daya terutama persoalan pada pendanaan dan 

personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberian layanan 

kepada perempuan korban kekerasan. 

Studi Hirnanto, yaitu kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan 

Kekerasan Berbasis Gender di kota Surakarta, membahas mengenai kolaborasi antar 

pemangku kepentingan dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta 

yang ternyata belum terlaksana secara maksimal(Hendrawati, 2017). Kajian dari Sari, 

Sriwahyuni, dan Susniwati membahas tentang kolaborasi aktor penanganan kekerasan 

terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menemukan bahwa, 
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komunikasi antar stakeholder terkait dalam penanganan kasus kekerasan pada 

perempuan tidak terjalin maksimal(“2021). 

Penelitian di atas telah mengungkapkan tentang bentuk-bentuk kolaborasi yang 

dilakukan oleh NGO dengan stakeholder terkait dalam penanganan kasus kekerasan. 

Namun, bagaimana tindakan serta kiat yang harus dilakukan oleh lembaga untuk 

menarik perhatian stakeholder agar mau terlibat dan berkolaborasi pada proses 

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan belum banyak diteliti. Melalui 

aktivitas membangun kolaborasi ini, diharapkan mampu melahirkan sebuah usaha 

bersama dari masing-masing lembaga yang memiliki kewajiban dalam memberikan 

perlindungan bagi perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender di Sumatera Barat. 

 

Metode 

Pe$ne$litian ini me$nggunakan me$to$de$ kualitatif de$ngan pe$nggunaan te$knik 

wawancara me$ndalam. Me$to$de$ ini me$mungkinkan pe$ne$liti me$nggali se$cara 

me$ndalam pe$rspe$ktif, pe$ngalaman, dan inte$raksi antarakto$r yang te$rlibat dalam 

ko$labo$rasi te$rse$but. Se$lain itu, pe$nde$katan kualitatif me$mbe$rikan fle$ksibilitas dalam 

me$mahami ko$nte$ks spe$sifik, te$rmasuk dinamika so$sial, budaya, dan biro$krasi yang 

me$me$ngaruhi ke$be$rhasilan atau tantangan dalam upaya pe$nanganan KBG. O$le$h 

kare$na itu, me$to$de$ kualitatif dianggap paling e$fe$ktif untuk me$mbe$rikan gambaran 

ho$listik dan me$ndalam te$ntang bagaimana UPTD PPA me$manfaatkan mo$dal so$sial 

dalam me$mbangun ko$labo$rasi lintas se$kto$r untuk me$lindungi pe$re$mpuan ko$rban 

KBG. Se$lain itu, pe$ne$litian ini juga me$nggunakan me$to$de$ o$bse$rvasi untuk me$ncatat 

pe$rilaku dan inte$raksi dalam situasi nyata, se$rta do$kume$ntasi untuk me$nganalisis data 

te$rtulis se$pe$rti lapo$ran, arsip dan aturan te$rkait. Ko$mbinasi me$to$de$ ini me$ndukung 

pe$ngumpulan data yang le$bih ho$listik dan valid, se$hingga me$mbe$rikan pe$mahaman 

yang me$nye$luruh te$ntang ko$labo$rasi yang dilakukan UPTD PPA dalam me$nangani 

Ke$ke$rasan Be$rbasis Ge$nde$r (KBG). Te$knik pe$milihan info$rman adalah me$lalui 

te$knik purpo$sive$ sampling. Adapun jumlah info$rman dalam pe$ne$litian ini se$banyak 5 

o$rang info$rman, me$liputi Ke$pala UPTD PPA Pro$vinsi Sumate$ra Barat se$bagai 
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info$rman utama, dan 4 info$rman lainnya se$bagai info$rman pe$ngamat, me$liputi: 

Dire$ktur WCC Nurani Pe$re$mpuan (NGO$), Pe$ndiri JE$MARI Sakato$ (NGO$), Ke$pala 

Bidang Re$habilitasi So$sial (Dinas So$sial Sumate$ra Barat), dan Ke$pala Bidang 

Pe$rlindungan Hak Pe$re$mpuan dan Pe$rlindungan Khusus Anak (DP3AP2KB Ko$ta 

Padang).  Analisis data me$nggunakan mo$de$l te$matik Mile$s dan Hube$rman: re$duksi 

data, pe$nyajian data, dan pe$narikan ke$simpulan. Se$hingga pe$nyajian data me$ngikuti 

be$ntuk analisis data. Pe$nulis te$rle$bih dahulu me$lakukan pe$ngko$de$an data de$ngan 

me$mbe$ri nama te$muan dan disajikan dalam be$ntuk matriks, grafik dan bagan. 

Tujuannya adalah untuk me$nggabungkan info$rmasi te$ro$rganisir dalam be$ntuk yang 

ko$he$re$n dan dapat diakse$s, dimana pe$nganalisis dapat me$lihat apa yang se$dang 

te$rjadi, dan dapat me$ne$ntukan apakah akan me$narik ke$simpulan yang be$nar. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

1. Aktivitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat 

Membangun Kolaborasi dengan Stakeholder   

Aktivitas UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat 

dilihat se$bagai tindakan strate$gis yang dapat me$mampukan le$mbaga dalam 

pe$nanganan pe$re$mpuan ko$rban KBG. 

a. Melakukan Advokasi Pada Ranah Pemerintah Provinsi  

Advo$kasi dilakukan o$le$h UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi 

Sumate$ra Barat be$rtujuan agar te$rbe$ntuknya ko$labo$rasi e$fe$ktif dalam aktivitas-

aktivitas pe$nanganan, se$hingga pe$re$mpuan yang me$njadi ko$rban KBG me$ndapatkan 

pe$rlindungan yang maksimal. Advo$kasi te$rhadap ranah pe$me$rintah pro$vinsi, 

dilakukan o$le$h UPTD PPA Pro$vinsi Sumate$ra Barat ke$pada O$rganisasi Pe$rangkat 

Dae$rah (O$PD), yakni Unit Dinas So$sial Pro$vinsi Sumate$ra Barat. 

Staf UPTD PPA Sumate$ra Barat me$lakukan analisis pe$luang-pe$luang yang 

me$mungkinkan diakse$s o$le$h le$mbaga te$rle$bih dahulu. Banyak pro$gram-pro$gram 
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so$sial se$pe$rti bantuan so$sial, PKH, maupun bantuan layanan panti, dan lain 

se$bagainya. Me$lalui analisa inilah, ke$mudian UPTD PPA Sumate$ra Barat 

me$nyampaikan ke$pada Dinas So$sial.  

Layanan panti so$sial yang te$rse$dia di Dinas So$sial juga dinilai se$buah pe$luang 

be$sar o$le$h UPTD PPA Sumate$ra Barat agar ko$rban ke$ke$rasan yang butuh 

pe$nanganan inte$nsif dan tidak mungkin dike$mbalikan ke$ ke$luarga dapat me$rasa aman. 

Tak hanya itu, ko$rban juga akan di damping dan dibe$rdayakan se$hingga nanti akan 

me$njadi individu yang le$bih mandiri. Untuk dapat me$ngakse$s layanan ini, maka 

UPTD PPA Sumate$ra Barat ke$rap be$rko$o$rdinasi de$ngan Dinas So$sial dan te$tap 

me$njalin ko$munikasi yang baik. 

Pe$manfaatan pe$luang-pe$luang se$rta fasilitas yang te$rse$dia di Dinas So$sial juga 

me$mbuat UPTD PPA Sumate$ra Barat pe$rlu me$lakukan pe$nde$katan se$cara pe$rso$nal 

agar le$bih me$mpe$rkuat po$sisi UPTD PPA Sumate$ra Barat se$bagai le$mbaga layanan 

yang me$lindungi dan me$mastikan ke$se$jahte$raan ko$rban ke$ke$rasan be$rbasis ge$nde$r. 

Pe$nde$katan e$mo$sio$nal antar staf UPTD PPA Sumate$ra Barat de$ngan Ke$pala Dinas 

ini juga didasari o$le$h adanya ke$samaan rasa e$mpati yang tinggi te$rhadap pe$re$mpuan 

yang me$njadi ko$rban. Latar be$lakang inilah yang me$mbuat Dinas So$sial ke$rap 

me$mbe$rikan dukungan ke$pada UPTD PPA Sumate$ra Barat te$rkhusus dalam 

pe$me$nuhan ke$butuhan-ke$butuhan ko$rban yang se$dang di dampingi.  

b. Melakukan Advokasi Pada Ranah Pemerintah Kota Padang 

Pe$me$rintah Ko$ta Padang yang dimandatkan untuk me$mastikan adanya 

pe$rlindungan dan ke$se$jahte$raan bagi pe$re$mpuan dan anak adalah Dinas 

Pe$mbe$rdayaan Pe$re$mpuan, Pe$rlindungan Anak, Pe$nge$ndalian Pe$nduduk dan 

Ke$luarga Be$re$ncana (DP3AP2KB). Se$bagai le$mbaga yang te$rbiasa pada ke$rja-ke$rja 

be$rje$jaring, maka UPTD PPA Sumate$ra Barat me$lihat bahwa harus dilakukan 

pe$nde$katan yang baik pada akto$r-akto$r te$rte$ntu agar advo$kasi dapat dijalankan 

de$ngan maksimal.  
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UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat 

me$ne$ntukan strate$gi advo$kasi me$lalui pe$nde$katan se$cara pe$rso$nal de$ngan salah satu 

akto$r te$rte$ntu, yang dinilai mampu me$mbe$rikan pe$luang untuk me$mudahkan 

ko$labo$rasi dalam pe$nanganan kasus dilakukan. Pe$nde$katan ini dilakukan o$le$h UPTD 

Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat de$ngan salah satu 

Ke$pala Bidang Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak DP3AP2KB Ko$ta Padang, dan 

me$rupakan salah satu akto$r yang sangat ko$mpe$te$n dan be$rjiwa re$lawan yang kuat 

dalam upaya-upaya pe$rlindungan pe$re$mpuan dan anak. Namun yang me$njadi 

tantangan dari pe$nde$katan pe$rso$nal ini adalah be$ntuk biro$krasi yang sangat dinamis 

dan be$rpe$luang be$sar untuk te$rjadinya pe$rgantian po$sisi atau jabatan akto$r. Hal ini 

te$ntu pe$rlu me$njadi pe$rhatian bagi UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak 

Pro$vinsi Sumate$ra Barat dalam upaya-upaya advo$kasi se$lanjutnya. 

Be$be$rapa aktivitas advo$kasi yang dilakukan o$le$h UPTD Pe$rlindungan 

Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat de$ngan DP3AP2KB Ko$ta Padang 

adalah : Pe$rtama, UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat 

be$rusaha untuk te$rlibat dalam fo$rum-fo$rum diskusi khusus, dan juga te$rlibat dalam 

ke$giatan-ke$giatan le$mbaga layanan yang be$rada di bawah naungan instansi te$rse$but, 

yakni P2TP2A. P2TP2A adalah le$mbaga layanan khusus yang be$ke$rja dalam 

pe$nanganan kasus KBG di lapangan. Me$lalui ke$te$rlibatan le$mbaga ini, akan me$mbuat 

upaya pe$nanganan kasus le$bih e$fe$ktif, me$lalui pe$manfaatan sumbe$rdaya yang 

dimiliki o$le$h masing-masing le$mbaga dan dilaksanakan se$cara se$ksama.  

Se$bagai le$mbaga yang te$rbiasa pada ke$rja-ke$rj be$rje$jaring, maka UPTD 

Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat me$lihat bahwa harus ada 

pe$nde$katan yang baik pada akto$r te$rte$ntu agar advo$kasi dapat be$rjalan maksimal. 

UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat me$miliki 

ke$de$katan se$cara e$mo$sio$nal de$ngan Ke$tua P2TP2A, se$hingga ke$de$katan inilah yang 
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akhirnya me$mpe$rmudah ge$rak-ge$rak UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak 

Pro$vinsi Sumate$ra Barat untuk me$mbangun ko$labo$rasi dalam pe$nanganan kasus 

KBG.  

c. Melakukan Advokasi Pada Ranah Unit Pelayanan Ruang Khusus (RPK) Polda 

Sumatera Barat 

Ruang Pe$layanan Khusus (RPK) be$rada di bawah naungan aparat ke$po$lisian, 

se$bagai ruang aman dan nyaman dipe$runtukkan khusus bagi saksi atau ko$rban tindak 

pidana baik pe$re$mpuan maupun anak yang me$mbutuhkan pe$rlakukan khusus di kanto$r 

po$lisi(Aulia et al., 2022).  

Pada kasus KBG yang didampingi o$le$h UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan 

Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat, akan se$lalu di rujuk ke$ RPK untuk dilakukan 

pe$nye$lidikan kasus. Aktivitas yang dilakukan pe$rtama kali o$le$h le$mbaga adalah 

me$masukkan surat pe$rmo$ho$nan ke$pada RPK. Agar pro$se$s pe$nye$lidikan be$rlangsung 

baik, maka staf UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat 

akan se$nantiasa untuk me$lakukan pe$rte$muan langsung di kanto$r RPK, dan 

be$rko$o$rdinasi se$cara inte$ns te$rhadap ko$ndisi ko$rban yang se$dang dalam pro$se$s 

pe$ngawasan.  

d. Advokasi Pada Ranah Aktor Masyarakat 

Se$be$narnya dalam aktivitas-aktivitas advo$kasi, pe$rtama kali UPTD 

Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat me$ndapatkan hambatan 

dari masyarakat itu se$ndiri. Pada saat me$mbe$rikan gagasan te$ntang isu ke$se$taraan 

ge$nde$r dan pe$mbe$rantasan ke$ke$rasan be$rbasis ge$nde$r di masyarakat, te$rnyata banyak 

pe$no$lakan. Te$rle$pas dari tantangan te$rse$but, UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan 

Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat te$tap be$rupaya dalam me$ningkatkan ke$sadaran 

masyarakat me$lalui be$be$rapa pe$nde$katan. Co$nto$hnya se$pe$rti di dalam fo$rum diskusi 

yang dihadiri o$le$h stake$ho$lde$r te$rmasuk pe$me$rintah dan masyarakat, UPTD 

Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat te$tap me$mbuka data-
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data dan me$mbe$rikan gambaran se$cara e$mpiris te$ntang fe$no$me$na ke$ke$rasan pada 

pe$re$mpuan te$rse$but. Walaupun de$mikian, dalam ke$giatan-ke$giatan di luar fo$rum 

fo$rmal, staf dan re$lawan UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi 

Sumate$ra Barat akan te$tap me$njaga hubungan baik de$ngan masyarkat. Me$lalui 

aktivitas dan mo$dal yang dimiliki o$le$h staf ataupun re$lawan yang te$rlibat di UPTD 

Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat, akhirnya me$mampukan 

le$mbaga untuk me$langge$ngkan aktivitas advo$kasinya di ranah akto$r masyarakat, 

Advo$kasi yang dilakukan UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi 

Sumate$ra Barat ke$pada masyarakat dapat me$lalui pe$nde$katan Co$mmunity O$rganizing 

Appro$ach. Pe$nde$katan ini me$rupakan pe$nde$katan me$lalui pe$ningkatan pe$nge$tahuan, 

ke$pe$dulian, dan ke$ahlian masyarakat, se$hingga me$re$ka mampu me$nyuarakan aspirasi 

me$re$ka pada pe$mangku ke$bijakan se$rta mampu te$rlibat dalam upaya pe$nanganan 

KBG yang te$rjadi di lingkungan se$kitar me$re$ka.  

Aktivitas advo$kasi se$lanjutnya yang dilakukan o$le$h UPTD Pe$rlindungan 

Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat le$bih spe$sifik lagi, yakni me$mbe$ntuk 

kade$r-kade$r di masyarakat yang me$miliki ko$mitme$n dan ke$inginan yang be$sar pada 

isu ini dan me$lakukan pe$mbinaan agar me$re$ka me$miliki kapasitas yang baik untuk 

me$njadi akto$r pe$nggiat pe$rlindungan pe$re$mpuan di lingkungan me$re$ka. 

e. Melakukan Diskusi Multi Pihak 

Diskusi bukan hanya dide$finisikan se$bagai se$buah pe$rte$muan, namun UPTD 

PPA Pro$vinsi Sumate$ra Barat me$mandang bahwa diskusi mutli pihak ini adalah 

se$buah me$to$de$ untuk me$nyatukan ke$mbali pe$mahaman se$luruh stake$ho$lde$r te$ntang 

kasus ke$ke$rasan be$rbasis ge$nde$r dari be$rbagai lini dalam satu fo$rum diskusi yang 

le$bih ge$ne$ral. 

Diskusi multipihak ini dihadiri o$le$h be$rbagai akto$r-akto$r dari se$gala lini, mulai 

dari pe$mangku ke$bijakan di Pe$me$rintah Pusat, Pe$me$rintah Pro$vinsi, Kabupate$n/ 

Ko$ta, akade$misi, to$ko$h-to$ko$h masyarakat, hingga masyarakat pada umumnya. 



52 

Praktik Sosial UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat Berkolaborasi 

dengan Stakeholder  dalam Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan 

Berbasis Gender (KBG) 

 

Diskusi multipihak akan me$njadi wadah untuk saling be$rko$o$rdinasi be$rsama untuk 

me$ngatasi akar pe$nye$bab ke$ke$rasan pada pe$re$mpuan. 

Pe$luang dan ke$se$mpatan baik yang di dapat me$lalui diskusi multi pihak ini, 

sayangnya UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat be$lum 

dapat maksimal dalam me$ngimple$me$ntasikannya. Diskusi yang te$rjalin masih be$rsifat 

antar le$mbaga, dan be$lum te$rjalin se$luruhnya ke$pada se$tiap stake$ho$lde$r yang 

be$rkaitan dalam upaya pe$nanganan kasus ko$rban ke$ke$rasan. Diskusi multipihak 

me$mang dinilai adalah se$buah langkah yang baik untuk me$mpe$rko$ko$h ko$labo$rasi 

yang te$lah te$rbangun se$be$lumnya. Diskusi multi pihak yang dihadiri o$le$h stake$ho$lde$r 

yang me$miliki tanggung jawab yang sama ini me$njadi fakto$r dari tingkat ke$be$rhasilan 

UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat dalam 

me$mbangun ko$labo$rasi te$rkait dalam upaya-upaya pe$nanganan kasus. Namun 

te$rnyata, ko$mitme$n kuat yang diharapkan hadir di tiap se$kto$r be$lum te$ro$rganisir 

se$cara be$rsamaan. Le$mbaga atau stake$ho$lde$r te$rkait masih me$miliki pe$rspe$ktif 

masing-masing te$rhadap urge$nsi pe$nanganan ko$rban, dan be$lum be$rsike$ras 

me$mikirkan cara-cara bagaimana upaya ko$o$rdinasi yang saling te$rarah bagi tiap 

le$mbaga yang be$rsangkutan dapat te$re$alisasikan de$ngan baik. 

 

2. Kemampuan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera 

Barat dalam Membangun Kolaborasi dengan Stakeholder 

Ke$mampuan yang dimiliki o$le$h staf dan re$lawan UPTD Pe$rlindungan 

Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat sangat me$mpe$ngaruhi ke$te$rlibatan 

stake$ho$lde$r dalam pe$nanganan kasus KBG. Ke$mampuan-ke$mampuan te$rse$but antara 

lain 

 

a. Habitus Memiliki Jiwa Kerelawanan yang Tinggi 

Se$pe$rti yang sudah disampaikan se$be$lumnya bahwa UPTD Pe$rlindungan 

Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat me$njunjung tinggi sikap ke$re$lawanan. 
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Tiap anggo$ta yang te$rlibat dan be$rpartisipasi pada le$mbaga UPTD Pe$rlindungan 

Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat sudah dipastikan me$miliki jiwa so$sial 

yang tinggi. Hal ini dise$babkan dari karakte$ristik le$mbaga pe$rlindungan pe$re$mpuan 

dan anak itu se$ndiri me$mang me$rupakan salah satu unit ke$rja yang dipe$runtukkan 

untuk me$numbuhkan rasa e$mpati dan ke$re$lawan. Walaupun ke$te$rbatasan pe$ndanaan, 

namun me$lalui pe$ro$le$han pe$ngalaman, me$latih skill dan me$mpe$rluas je$jaring adalah 

hal luar biasa yang dirasakan o$le$h anggo$ta staf. O$rang yang be$rgabung, apalagi 

vo$lunte$e$r be$tul-be$tul dilandasi o$le$h ke$inginan dari hati nya untuk ikut me$mbantu 

dalam pe$nanganan kasus-kasus ke$ke$rasan yang te$rjadi pada pe$re$mpuan. Prinsip 

ke$re$lawanan yang ini me$mbuat se$luruh stake$ho$lde$r te$rkait yang me$mang te$rge$rak 

hatinya untuk ikut me$mbe$rikan dukungan so$sial ke$pada pe$re$mpuan ko$rban 

ke$ke$rasan, baik dalam be$ntuk dukungan e$mo$sio$nal maupun instrume$ntal. 

b. Menjunjung Tinggi Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah prinsip pe$nting dalam pe$nge$lo$laan o$rganisasi dan me$miliki 

be$be$rapa ke$pe$ntingan utama, se$pe$rti me$mbantu me$nciptakan transparansi dalam 

se$buah le$mbaga. Le$mbaga de$ngan ko$ndisi se$pe$rti ini me$miliki akan dapat 

me$minimalisir ko$nflik yang dapat me$nghambat le$mbaga untuk be$rke$mbang. 

Akuntabilitas akan me$mbuat se$buah le$mbaga le$bih me$matuhi hukum dan 

me$mpe$rhatikan stand e$tika. Se$hingga de$ngan akuntabilitas akan me$mbe$ntuk pe$rilaku 

anggo$ta yang le$gal dan le$bih e$tis dalam se$tiap aktivitas ke$rjanya. Le$mbaga yang 

me$me$gang nilai akuntabilitas ini akan le$bih dipe$rcayai o$le$h mitra atau le$mbaga 

te$rkait dalam pe$laksanaan aktivitas ko$labo$rasi. Kare$na dalam se$buah ko$labo$rasi, 

maka ke$pe$rcayaan adalah suatu hal yang e$se$nsial dan me$mbuat le$mbaga be$rada pada 

re$putasi yang baik di mata stake$ho$lde$r te$rkait. Alasan inilah yang me$mbuat UPTD 

Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat sampai saat ini te$tap 

me$mpe$rtahankan akuntabilitas le$mbaga, me$lalui be$rbagai tindakan se$pe$rti 
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ke$te$rbukaan dalam me$nginfo$rmasikan lapo$ran ke$uangan, baik uang masuk ataupun 

uang ke$luar.  

c. Memiliki Komitmen yang Tinggi Sebagai Teman Perempuan 

UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat me$miliki 

prinsip hadir se$bagai te$man para ko$rban KBG. Prinsip ini yang ke$rap dipe$gang o$le$h 

tiap anggo$ta UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat 

se$lama me$ndampingi pe$re$mpuan yang me$njadi ko$rban ke$ke$rasan. Prinsip hadir 

se$bagai kawan pe$re$mpuan dalam aktivisme$ pe$re$mpuan me$ncakup be$be$rapa nilai dan 

pe$rilaku yang pe$nting untuk me$ndukung ge$rakan pe$re$mpuan dan me$mbe$rantas 

ke$ke$rasan yang me$nimpa pe$re$mpuan.  

Staf sangat me$mahami ke$rja-ke$rja pe$ndampingan ko$rban yang me$ngalami 

ke$ke$rasan be$rbasis ge$nde$r. Dalam pe$ndampingannya me$mang harus dilakukan o$le$h 

o$rang-o$rang yang te$lah te$rlatih dan me$miliki pe$mahaman yang baik bahwa dalam 

pe$ndampingan me$mang dibutuhkan ke$hati-hatian se$rta sangat me$makan waktu yang 

cukup lama hingga ko$rban me$rasa nyaman de$ngan ke$hadiran staf le$mbaga. 

Ke$mampuan habitus staf inilah yang akhirnya me$mbuat be$be$rapa le$mbaga layanan 

lainnya te$rkadang me$rujuk ko$rban ke$ UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak 

Pro$vinsi Sumate$ra Barat untuk dibe$rikan pe$ndampingan inte$nsif kare$na me$re$ka 

me$mpe$rcayai ke$rja-ke$rja staf.  

Dari ke$se$luruhan uraian diatas, pandangan Bo$urdie$u me$nge$nai pe$rjuangan 

po$sisi yang dilakukan o$le$h staf dan re$lawan UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan 

Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat dalam me$mbangun ko$labo$rasi untuk pe$nanganan kasus 

KBG, dilakukan pada ranah-ranah yang dianggapnya strate$gis. Dalam ranah te$rse$but, 

UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat me$nghadapi 

stake$ho$lde$r dari be$rbagai le$ve$l, yaitu pro$vinsi, ko$ta, Ke$po$lisian, hingga le$ve$l 

ko$munitas atau akar rumput. Ranah te$rse$but antara lain, Dinas So$sial Pro$vinsi 
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Sumate$ra Barat, DP3AP2KB Ko$ta Padang, Ruang Pe$layanan Khusus Po$lda Sumate$ra 

Barat dan le$mbaga ko$munitas masyarakat. 

Se$pe$rti yang dite$mukan o$le$h(Yesiana et al., 2017), stake$ho$lde$r yang te$rlibat 

bukan hanya pada le$ve$l pe$me$rintah maupun masyarakat. Ko$labo$rasi dalam pe$ne$litian 

ini hakikatnya be$rsifat multistake$ho$lde$r, se$hingga akto$r yang te$rlibat adalah instansi 

pe$me$rintah dari multidisplin bidang yang be$ragam, pihak akade$misi, se$rta pe$laku 

usaha se$pe$rti pe$rusahaan-pe$rusahan yang me$mbe$rikan pro$gram CSR nya.  

Se$pe$rti yang dije$laskan dalam pe$ne$litian (Yunindyawati et al., 2022)te$ntang 

pe$me$taan akto$r (stake$ho$lde$r) dan jaringan hubungan antar akto$r dalam Pe$mbangunan 

pe$de$saan. Pe$ne$litian me$nge$mukakan bahwa stake$ho$lde$r te$rse$but di bagi ke$ dalam 

tiga je$nis klasifikasi, antara lain akto$r individu, ke$lo$mpo$k, dan o$rganisasi atau 

le$mbaga. Namun, dalam pe$me$taan akto$r (stake$ho$lde$r) ini, dite$mukan akto$r yang 

me$miliki multi pe$ran, se$hingga dapat masuk dan be$rpe$ran se$bagai individu, 

ke$lo$mpo$k atau bahkan o$rganisasi. Akto$r ini, biasanya adalah akto$r yang paling 

be$rpe$ngaruh dan me$miliki po$sisi yang kuat dalam ranahnya, Hal ini yang ke$mudian 

dimanfaatkan o$le$h staf dan re$lawan UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak 

Pro$vinsi Sumate$ra Barat te$rhadap akto$r-akto$r strate$gis yang ada dibe$be$rapa instansi 

di atas. Me$lalui mo$dal jaringan yang dimiliki o$le$h staf inilah, akhirnya me$mbukakan 

jalan bagi le$mbaga untuk dapat me$mbangun ko$labo$rasi, te$rle$pas dari hambatan-

hambatan mo$de$l biro$krasi yang me$njadi ciri khas dari ke$rja-ke$rja di ranah 

pe$me$rintahan te$rse$but. 

Data yang sudah dijabarkan diatas me$nunjukkan bahwa ko$labo$rasi yang be$rhasil 

dibangun o$le$h UPTD PPA me$libatkan pro$se$s pe$nguatan je$jaring, pe$manfaatan 

ke$pe$rcayaan antarakto$r, dan pe$nde$katan pe$rso$nal ke$pada individu yang be$rpe$ngaruh. 

Hal ini se$jalan de$ngan te$o$ri Praktik So$sial Pie$rre$ Bo$urdie$u, di mana mo$dal so$sial, 

habitus, dan ranah me$njadi e$le$me$n pe$nting yang me$ne$ntukan ke$be$rhasilan praktik 
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so$sial dalam suatu ko$nte$ks. Dalam ko$nte$ks ini, mo$dal so$sial staf UPTD PPA me$njadi 

ase$t utama, me$mungkinkan me$re$ka me$mo$bilisasi dukungan dari be$rbagai pihak. 

Se$bagai co$nto$h, pe$nde$katan pe$rso$nal ke$pada akto$r te$rte$ntu di O$PD, se$pe$rti Dinas 

So$sial dan DP3AP2KB, me$nunjukkan bagaimana habitus re$lawan yang me$miliki 

e$mpati dan ke$te$rampilan ko$munikasi me$mainkan pe$ran kunci dalam me$mbangun 

ke$pe$rcayaan.  

Namun, te$muan juga me$nunjukkan adanya tantangan yang be$rhubungan de$ngan 

biro$krasi dinamis dan pe$rbe$daan pe$rspe$ktif antar-stake$ho$lde$r. Ini me$nguatkan 

gagasan Bo$urdie$u bahwa se$tiap ranah me$miliki lo$gika dan hie$rarkinya se$ndiri, yang 

dapat me$me$ngaruhi e$fe$ktivitas mo$dal so$sial dalam me$nciptakan pe$rubahan so$sial.  

De$ngan me$mbandingkan data e$mpiris ini de$ngan te$o$ri Bo$urdie$u, te$rlihat bahwa 

ko$labo$rasi lintas se$kto$r yang dilakukan UPTD PPA tidak hanya dido$ro$ng o$le$h 

struktur fo$rmal, te$tapi juga o$le$h dinamika info$rmal yang dibangun me$lalui jaringan 

so$sial dan ke$pe$rcayaan antarakto$r. 

 

Simpulan 

Be$rdasarkan pe$ne$litian di atas, dapat ditarik ke$simpulan bahwa upaya praktik 

so$sial UPTD Pe$rlindungan Pe$re$mpuan dan Anak Pro$vinsi Sumate$ra Barat 

me$mbangun ko$labo$rasi de$ngan stake$ho$lde$r dapat dilihat dari dua po$in, yaitu: 

1. Ko$labo$rasi dilakukan pada le$ve$l pro$vinsi, ko$ta, dan ko$munitas. Pada le$ve$l 

pro$vinsi dan ko$ta, UPTD PPA me$libatkan be$rbagai O$rganisasi Pe$rangkat 

Dae$rah (O$PD) se$pe$rti Dinas So$sial, DP3AP2KB, dan ke$po$lisian me$lalui 

tindakan advo$kasi. Advo$kasi ini me$ncakup analisis pe$luang pe$ndanaan dan 

pro$gram yang dapat diinte$rve$nsi be$rsama, pe$rte$muan tatap muka antar staf dan 

stake$ho$lde$r, se$rta fo$rum diskusi te$rkait pe$rlindungan pe$re$mpuan dari tindak 

ke$ke$rasan. Se$lain itu, UPTD PPA juga me$lakukan pe$rmo$ho$nan rujukan 

de$ngan me$me$nuhi ke$te$ntuan yang be$rlaku dan me$ngadakan kampanye$ untuk 
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me$ningkatkan ke$sadaran masyarakat me$nge$nai pe$ntingnya ke$se$jahte$raan 

pe$re$mpuan ko$rban KBG. Pada le$ve$l ko$munitas, advo$kasi dilakukan me$lalui 

pe$nde$katan akar rumput, me$libatkan akto$r-akto$r masyarakat yang 

be$rko$mitme$n te$rhadap isu ini, se$rta me$manfaatkan mo$dal so$sial staf dan 

re$lawan untuk me$mbangun jaringan strate$gis. 

2. Dite$ntukan o$le$h be$be$rapa fakto$r pe$ndukung, diantaranya: 1. Ke$te$rampilan 

staf dan re$lawan dalam me$manfaatkan pe$luang yang te$rse$dia, me$mungkinkan 

UPTD PPA untuk be$rsaing pada be$rbagai le$ve$l dan me$mbangun ko$labo$rasi 

yang e$fe$ktif. 2. Habitus ke$re$lawanan yang tinggi di antara staf dan re$lawan, 

yang me$nce$rminkan de$dikasi dan se$mangat ke$rja me$re$ka dalam me$ndukung 

ko$rban KBG. 3. Ko$mitme$n te$rhadap akuntabilitas, te$rlihat dari pe$lapo$ran 

ke$giatan dan pe$ndanaan se$cara transparan ke$pada pihak te$rkait, yang 

me$mbantu me$mbangun ke$pe$rcayaan e$kste$rnal. 4. Ko$mitme$n untuk hadir 

se$bagai te$man pe$re$mpuan, di mana staf dan re$lawan me$mahami ke$butuhan 

ko$rban se$cara me$nye$luruh, se$hingga stake$ho$lde$r pe$rcaya pada ke$mampuan 

UPTD PPA dalam me$mbe$rikan pe$rlindungan yang se$suai. 

De$ngan pe$nde$katan-pe$nde$katan te$rse$but, UPTD PPA Pro$vinsi Sumate$ra 

Barat mampu me$mbangun ko$labo$rasi multi pihak yang e$fe$ktif dalam pe$nanganan 

kasus KBG, se$suai de$ngan tujuan pe$ne$litian untuk me$nge$ksplo$rasi upaya institusi ini 

dalam me$libatkan be$rbagai pihak dalam me$lindungi pe$re$mpuan ko$rban KBG. 
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